
SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SUL,AWESI TENNGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR IL TAHUN IDz'

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf T angka t huruf
h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2O20 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui

Tahun Anggaran diatur dalam Peraturan Bupati;

Mengingat 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

Kabupaten Banggai Kepulauan (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)

sebagaimana telah diubah dengal Undalg-Undang Nomor

11 Tahun 20O0 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOO Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3966);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6865);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor

t78tl;

MEMUTUSKAN:

4

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN
DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI
TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

2. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urLrsan pemerintahan
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.
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5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan danlatau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.

7. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan
barangljasa berdasarkan kontrak.

8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
APIP adalah instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas
dan fungsi pokok melakukan pengawasan.

9. Rencana Kerja Anggaran Perangka Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna
Anggaran

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali.

12. Tahun Anggaran Berkenan adalah masa berlakunya anggaran yang
dihitung mulai I Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

13. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran
setelah Tahun Anggaran Berkenaan berakhir.

14. Keadaan Memaksa atau force majeure atau keadaan kahar, yang
selanjutnya disebut keadaan kahar adalah suatu keadaan yang
tedadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak
menjadi tidak dapat dipenuhi.

15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Perangkat Daerah.

16. Kontrak adalah kesepakatal antara dua pihak atau lebih yang
mengikat diri untuk melalrukan suatu perbuatan tertentu.

17. Perubahan Kontrak adalah perubahan yang dilakukan terhadap
kontrak yang sudah ditandatangani.
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18.

19.

20.

Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan yang diterbitkan untuk
menjamin bahwa pekedaan yang diberikan dapat
diselesaikansesuai dengan pe{anjian.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
Morowali.
Bupati adalah Bupati Morowali.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada lingkup kerja
yang dipimpinnya.

2t.
22.
23.

24.

Pasal 2
Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kriteria;
b. penyelesaian sisa peke{aan;
c. Perubaltan Kontrak;
d. laporan;
e. penganggaran dan pelalsanaan;
f. pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan; dan
g. monitoring dan evaluasi.

BAB II
KRITERIA

Pasal 3
(l) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan

penj anjian/ kontrat/ perikatan lainnya pada Tahun Anggaraa
Berkenaan yang penyelesaiannya melampaui Tahun Anggaran
dapat terjadi akibat :

a. keterlambatan pembayaran terhadap peke{aan yang telah
diselesaikan 1O0%o (seratus persen) pada Tahun Anggaran
Berkenaan;

b. perpanjangan wakhr penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undaagan yang mengatur mengenai
pengadaan barang dan jasa;

c. keadaan diluar kendali pemerintah Daerah dan/atau penyedia
Barang/Jasa termasuk Keadaan Kahar sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;



d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peratura-n perundang-undangan antara lain hasil putusan
pengadilan yang bersifat tetap.

(21 Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran sebagaimana dimaksud
ayat (1) berpedoman pada ikatan perj anjian/ kontrak/ perikatan
lainnya yang terjadi dalam pelaks€rnaan €rnggaran pada DPA
Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran Berkenaal.

BAB III
PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 4
(1) Peke{aan da-ri satu kontra} yang sumber dananya telah

dialokasikan dalam Tahun Anggaran Berkenaan harus
diselesaikan pada akhir masa pelaksaan pekerjaan sesuai Kontrak
dalam Tahun Anggaran Berkenaan.

(2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran Berkenaan,
penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilaljutkan ke Tahun Anggaral
Berikutnya.
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Pasal 5
(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun

Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayaf (21

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. berdasarkan penelitian PA/KPA/ PPK, Penyedia Barang/Jasa
akan mampu menyelesaian keseluruhan pekerjaan setelah
diberikan kesempatan paling la'na 50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;

b. surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa
pekerjaan paling lama 5O (lima puluh) hari kalender sejak
bera}hirnya masa pelaksanaan pekerjaan, yang
ditandatangani Penyedia Barang/Jasa di atas kertas
bermaterai;

c. dalam hat setelah diberikan kesempatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Penyedia Barang/Jasa masih belum
dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:

1. memberikan kesempatan kedua dalam penyelesaian sisa
pekerjaan dengan jangka waktu sesuai ketentuan; atau

2. melakukan pemutusan kontrak dalam hal Penyedia
Barang/Jasa dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan
peke{aannya;
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d. memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf c angka 1,

dituangkan dalam Perubahan Kontrak yang didalamnya
mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada
Penyedia Barang/Jasa dan perpanjangan masa berlaku
Jaminan Pelaksanaan.

Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimalsud pada ayat
(1) huruf b minimal memuat :

a. pernyataan kesanggupan dari Penyedia Barang/Jasa untuk
menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama
5O (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa
pelaksanaan pekerjaan;

b. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia
dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
sesuai dengan ketentuan pelal<sanaan denda yang diatur
dalam Kontrak;

c. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak menuntut
denda bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran
atas penyelesaian sisa peke{aan pada Tahun Anggaran
Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan
penyele saian perubahan anggaran;

Berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PA/KPA/PPK dapat memutuskan untuk :

a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun
Anggaran Berikutnya; atau

b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa peke{aan ke Tahun
Anggaran Berikutnya.

Putusan PA/ KPA/PPK sebagaimana dimaksud pada ayat(3) harus
berdasarkan hasil reviu APIP.

(3)

(4)

Pasal 6
(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran

Berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 tetap merupakan
pekerjaan dari Kontrak berkenaan.

(2) Kontrak berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Perubahan Kontrak untuk Tahun Anggaran

Berikutnya.
(3) Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun

Anggaran Berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

-6-



Pasal 8
(1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5, berlaku:

a. dalam hal hasil penelitian PA/KPA/ PPK menyatakan pekerjaan
dapat ditanjutkan dalam masa 5O (lima puluh) hari kalender,
maka Penyedia Barang/Jasa menidaklanjuti dengan membuat
rencana aksi untuk sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan
disetujui.

b. dalam hal pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam kurun
waktu yang diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari
kalender, Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda
keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan sesuai ketentuan
dalam dokumen kontrak.

c. PA/KPA/KPK dapat memutus Kontrak jika Penyedia
Barang/Jasa dalam batas wakfu 5O (lima Puluh) hari kalender
tidak dapat menyelesaiakan sisa pekerjaan, dan Penyedia
Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa :

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. sisa uang muka harus dilunasi atau jaminan uang muka

dicairkan;
3. denda maksimum 5% (lima persen) atas keterlambatan

penyelesaian sisa pekerjaan yang disetorkan ke Kas Umum
Daerah oleh Penyedia barang/Jasa; dan

4. dimasukkan dalam daftar hitam.
(21 Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c angka 3 disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Penyedia
Barang/Jasa.

BAB IV
PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 9
(1) Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke

Tahun Anggaran Berikutnya, PA/ KPA/ PPK melakukan Perubahan
Kontrak berkenaan.

(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk
menyelesaiakan pekerjaan dimuat/dituangkan dalam Perubahan
Kontrak yang didalamnya mengatur tentang:
a. waktu penyelesaian pekerjaan;
b. pengenaan sanksi;
c. denda keterlambatan kepada penyedia; dan
d. perpanj angan Jaminan Pelaksanaan.

-7 -

Pasal 7
PA/ KPA/ PPK bertanggung jawab atas keputusan melanjutkan atau
tidak melanjutkan penyelesaian sisa peke{aan ke Tahun Anggaran
Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat
(4).
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(3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan ketentuan :

a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian
sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran
Berikutnya <ii <ialam DPPA Tahun Anggaran Berikutnya; dan

b. tidak boleh merubah nilai Kontrak pekerjaan.
(4) Perubahan Kpntral< sebagainaqa dirnaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sebelum jangka waktu/masa pelaksanaan Kontrak
berakhir.

(5) Penyedia Barang/Jasa harus memperpanjang masa berlaku
Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d minimal 50 (lima puluh) hari kalender dan menyampaikannf
sebelum dilakukan penandatanganal Perubahan Kontrak.

BAB V
I.APORAN

Pasal lO

(1) Kepala SKPD meneliti penyebab atas pelaksanaan
pekerjaan / pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun
Anggaran Berkenaan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan
pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya.

(2) Kepala SKPD selaku PA wajib meiaporkan pelaksanaan
peke{aan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun
Anggaran Berkenaaa atau kewajiban lainn-ya Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah utuk dapat diselesaikan pada
Tahun Anggaran Berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada
dokumen pendukung berupa :

a. apabila keterlambatal pembayaran terhadap pekerjaan yang
teia-l. diseiesaikan 10o7ir (seratus perseni pada tahun
berkenaan, dokumen pendukung antara lain berupa :

1. berita acala serah terima Bek-edaall atau Bemeriksaan
atas kemajuan fisik pekerjaan; dan

2. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SPM
yang telah diterbitkan oleh PA/KPA.

b. apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, dokumen
pendukung antara lain berupa :

1. berita acara serah terima peke{aan atau pemeriksaan
atas kemajuan fisik pekeijacn;

2. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SPM
yang telah diterbitkan oleh PA/KPA; dan
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Pasal 11

(1) Atas laporan yang disampaikan Kepala SKPD sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1O ayat (3), APIP melakukan reviu
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

l2l Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah
Daerah untuk menganggarkan dalam APBD.

BAB VI
PENGANGGARAN DAN PEI,AKSANAAN

Pasal 12

(U Penganggaran dan pelaksanaan belartja Daerah
diformulasikan terlebih dahulu dalam RI(A Perangkat
Daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

3. ikatan perjanjian/ kontrak/ perikatan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. apabila keterlambatan terjadi karena keadaan diluar kendali
Pemerintah Daerah dan/atau Penyedia Bara-ng/Jasa
termasuk keadaan kahar, dokumen pendukung antara lain
berupa :

1. surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa
keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi bukan
karena kelalaian Penyedia Baralg/Jasa dan/ atau
Pengguna Barang/Jasa;

2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Keadaan Kahar
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan
atas kemajuan fisik pekerjaan;

4. hasrl rekonsilhsi atas penbayaran berdasarksn SPM
telah diterbitkan oleh PA/KPA; dan

5. ikatan ped anjian/ kontrak/ perikatan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. apabila terdapat kewajiban lainnya Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dokumen pendukung antara lain berupa:
f. ikatan pe{anjian/konrak/perikatan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. hastl putu$aa Bengadilan yang bersifal tetap; dan
3. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berdampak pada
timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah yang perlu
diselesaikan pada Tahun Anggaran Berikutnya,
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(21 Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (f)
dapat menggunakan :

a. saldo sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya yang belum digunakan;

b. pergeseran anggaran beianja ticiak terciuga ke program
dan kegiatan berkenaan;

e. penjadwalan ulang capaian program, kegiatao, dan
sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan
dalam tahun anglaaran berjalan; dan/atau

d. memanfaatkan kas yang tersedia, yaitu apabila te{adi
pelampauan target pendapatan Daerah dari target
yang telah ditetapkan dalam APBD tahun be{alan.

(3) Melakukan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
dan menginformasikan kepada Pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, atau disamparkan dalarn Peraturan
Daerah Tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD
apabila tidak ditetapkan Perubahan APBD atau penetapan
perubahan APBD sudah dilakukan.

Pasal 13

(i) Peiaksanaan peke{aani pembayaran dapat dilakukan
setelah DPPA SKPD sebagaimana dimalsud pada Pasal 9
ayat (3) huruf a me4dapat persetujua4 Sekretaris Daerah
dan pengesahan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.

(21 Kepala SKPD bertanggung jawab atas penyelesaian
pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah
Daerah yang menjadi kewenangan SKPD yang dikelolanya.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) SKPD yang menyelenggarakan fungsi pengawasan
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas
peiaksanaan beianja yang melampaui tahun anggaran.

(21 Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.



- 11-

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraruran Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal I tAavq| ,929
BUPATI MOROWALI,

ttd

IKSAN
Diundangkan di Bungku
pada tanggal I Maral ZIL|
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2O'' NOMOR OI4

Salinan sesuai dengan asiinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

.H.,M.H
rv/b

2 206604 I OO5

ttd

*
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